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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR    22   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 
Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu 
dilakukan perubahan uraian tugas pokok dan fungsi pada 
Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

   2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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   4. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 
   5. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1605); 

 
   6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1); 

 
      7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur                          

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 
Nomor 32) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 13). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;  

 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 
 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 
 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten  Ogan 

Komering Ulu Timur; 
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5. Inspektorat Daerah  adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 
 
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan/audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
dan  tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;  

 
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, 

tanggung jawab, wewenang seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; 

9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggung jawab, wewenang, untuk melakukan pengawasan intern 
pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di 
dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduki oleh seorang Pegawai Negeri 
Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang; 

 
10. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di 
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

 
BAB II 

URAIAN TUGAS 
Bagian Pertama 

Inspektorat Daerah 
Pasal 2 

 
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 
perangkat daerah. 

 
Pasal 3 

 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lainnya;  
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c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
dari Kepala Daerah; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 
f. pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Kepala Daerah terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 
Pasal 4 

 
Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas  melaksanakan 
pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di 
lingkungan Inspektorat Daerah. 

 
 

Pasal 5 
 

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: 

 
a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring 
dan evaluasi pencapaian kinerja; 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga. 
 

Pasal 6 
 

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
terdiri atas : 

a.  Subbagian Perencanaan; 
b.  Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan 
c.  Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

 
Pasal 7 

 
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan 
pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun 
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, 
kerjasama pengawasan dan dokumentasi. 
 

(2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai fungsi : 

a.  pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran 
Inspektorat Daerah; 
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b.  pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja 
pengawasan; 

c.  koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-udangan 
serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan 

d.  koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya 
dan Aparat Penegak Hukum. 

 
Pasal 8 

 
(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, 
inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan 
menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian 
pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan. 

 
(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai fungsi : 

a.  penginventarisasian hasil pengawasan; 
b.  koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan; 
c.  penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan 

evaluasi pengawasan; 
d.  pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil 

pengawasan; dan 
e.  pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja 

Inspektorat Daerah. 
 

Pasal 9 
 

(1)  Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6   huruf c mempunyai tugas melaksanakan 
urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, 
pembukuan dan pelaporan keuangan. 

 
(2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : 

a.  pelaksanaan administrasi kepegawaian; 
b.  pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha 

inspektorat; 
c.  pelaksanaan urusan perlengkapan; 
d.  pelaksanaan urusan rumah tangga; 
e.  pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas 

laporan pemeriksaan keuangan; 
f. pelaksanaan perbendaharaan; dan 
g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan. 
  

Bagian Ketiga 
Inspektorat Pembantu  

Pasal 10 
 

Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja 
dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. 
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Pasal 11 

 
(1) Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
menyelenggarakan fungsi : 
a.  penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat daerah; 
b.  perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; 
c.  pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan pemeritahan daerah; 
d.  pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang  tugas perangkat daerah; 
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah lainnya. 
h. pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Inspektur Jenderal; dan 
j. penyusunan laporan hasil pengawasan. 
 

(2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing Unit Kerja 
Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban 
kerja dan kebutuhan. 

 
Pasal 12 

 
 

Inspektorat Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah membawahi 
wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja 
di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta 
desa/kelurahan atau sebutan lainnya. 

 
Pasal 13 

 
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional 

pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor 
dan jabatan auditor fungsional lainnya yang terbagi dalam 
beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(3)  Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan 

beban kerja. 
 
(4)  Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 14 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas 
Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

 
Pasal 15 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

 
 

 Ditetapkan di Martapura, 
 pada tanggal  28 Maret  2018 

    BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 
 

 dto 

 H. M. KHOLID  MD 
 

 
Diundangkan di Martapura, 
pada tanggal  29 Maret 2018 

          PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
   KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 
   

   dto 

                          IDRUS MUSA 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN 2018 NOMOR 22 


